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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka i

gty el ey g i
. ) er1 am i
gzzu:(:ﬁce Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Pencrfzﬁzg
St DE::E!D BE;taS D.esa, bahwa rancangan peraturan bupati tentang
= eat per'u c:hteta?kan menjadi Peraturan Bupati melalui
rmonisasi dan simplifikasi rancangan peraturan bupati sebagai amanat

dalam penyelesaian Batas Desa.

B. Identifikasi Masalah

Setelah diterbitnya Berita Acara Badan Informasi Geospasial
Nomor: 4.16/PBW/IGD.04.05/10/2024 tentang Hasil Verifikasi Teknis
Kegiatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Bangka yang
telah memenuhi aspek teknis verifikasi Peta Batas Desa/Kelurahan,
Topologi dan Atribut Data Spasial maka selanjutnya dilakukan
harmonisasi rancangan peraturan bupati dan simplifikasi rancangan
peraturan bupati per kecamatan.

Dalam hal ini simplikasi dilakukan pada Kecamatan Riau Silip yang
meliputi batas desa Desa Riau, Desa Pangkal Niur, Desa Pugul, Desa
Silip, Desa Mapur. Desa Banyu Asin dan Desa Berbura.

C. Tujuan Penyusunan
Tujuan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini adalah

1. Mewujudkan Penataan Desa  Good Government  dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan
kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa yang

memenuhi aspek teknis dan yuridis

D. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor
Provinsi Kepulauan Ban
Indonesia Tahun 2000 Nomor
Republik Indonesia Nomor 4033);

9. Undang-Undang g Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

ara Repub sia Nomor 54995) sebagaimana telah
o gt { ndang-Undang Nomor 3

a kali diubah terakhir dengan U _
'?calt')lcul;?pﬁom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara

6914);

27 Tahun 2000 tentang Pembentukan
gka Belitung (Lembaran Negara Republik
217, Tambahan Lembaran Negara
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:ll.‘lf‘l:llllll:::|:|r|l“|I::|'-'H Nomor 28 Tahan 2014 entang Pemerintabon e,
: B Repabilibe Tdone i Tuhian 2004 Nowos 944
ambahian Lembran Neg Y
b | wra Republike Indonesin N H587
chopgnbmnnng teluh bl g g bt elfiih ‘ . )
| Hibuh terakhir o e Uil
Undang  Nomor Tahun 2029 temtang Pene ' oo
Pemerintuly Penpganntl Undan IIJ | . ; '.'." tapun ,!W"“”"”
Cipta. Kerjn P : ang Undang Nomaor 2 Tahun 2022 erilany
. \ rn}mlI'lllmlungllmhmg (lembmenn Negpran Kepniblik
ndonestn Tahun 2023 Nomor AL Tambuhon  Lembnran Ne s
Republik Indonesin Nomor ORO),
:nll.ulmm U!ulunu Nomor 30 Tuhun 2024 tentung Kabupmten Bangha o
rovinsl Kepulaunn Bangka Delitung (Lembaran Negara e pablik
Indonesin Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesin Nomor 5950);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tuhun 2014 lentang, Pernturan
Pelaksannan Undang Undang Nomor 6 Tauhun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik  Indonesin Tahun 2014 Nomor 113,
Tambuhan  Lembaran  Neganra Republik  Indonesia  Nomor  5539)
nebagaimana telah bebernpn kali diubah terakhic dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Dena
(lLembaran Negarn  Republik  Indonesin Tahun 2021 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negnra Republik Indonesin Nomor 6623),
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
(Lembaran Negarn  Republik  Indonesin Tahun 2018 Nomor 73,
Tambuhan Lembaran Negnrn Republik Indonesin Nomor 6206);
Peraturan  Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan
Pelaknanann Kebljukan Satu Peta pada Tingkat Ketelitinn Peta Skala
11 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 2016 Nomor 28);
Peraturan Menterd Dalam Negerl Nomor 48 Tahun 2008 tentang Batas
Desn Knbupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan
Kabupaten Bangka Tengnh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penctapan dan Penegasan Batas Desa  (Berita Negara
Republik Indonesin Tahun 2016 Nomor 28);

10, Pernturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang

Administrasi Pemerintahan Desa  (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1100);

I'l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode

dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58
Tahun 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi
Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 1321);

12, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2019 tentang

Batas Desa Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
dengan Kota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022

tentang Pemberian dan Pemutahiran Kode, Data Wilayah Administrasi

Pemerintahan, dan Pulau.




BAB 11
POKOK PIKIRAN

Penetapan dan penegasan batas Desa menjadi definitif merupakan
kewajiban pemerintah  dalam rangka menciptakan tertib administrasi
pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas
wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45
Tahun 2016 lentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa/
Kelurahan. Untuk melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa
sesuai Pasal 4 Ayat (1) bahwa penetapan dan penegasan batas desa menjadi
kewenangan kepala daerah melalui Tim Penetapan dan Penegasan Batas
Desa di tingkat kabupaten yang mempunyai tugas melaksanakan penetapan
dan penegasan batas Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan,

Penetapan dan penegasan batas desa termasuk dalam penyelenggaraan
informasi geospasial yang menghasilkan unsur dasar batas wilayah
administrasi desa/kelurahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, penyelenggaraan
informasi geospasial wajib dikoordinasikan dengan Badan Informasi
Geospasial (BIG). Kementerian Dalam Negeri bersama BIG melaksanakan
sinkronisasi dalam penctapan dan penegasan batas desa melalui Surat
Edaran Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam
Negeri Nomor 1463/3835/BPD Tanggal 30 Agustus 2021. Berdasarkan surat

edaran tersebut, proses penetapan dan penegasan batas desa wajib
disupervisi secara teknis oleh BIG.

A. Mekanisme Penetapan, Penegasan dan pengesahan batas Desa
1. Penetapan Batas Desa

Tahapan penetapan batas Desa :
a. pengumpulan dan penelitian dokumen
Pengumpulan dan penelitian dokumen meliputi:
1. Pengumpulan dokumen batas.
Pengumpulan dokumen batas berupa pengumpulan:
a) dokumen yuridis pembentukan Desa;
b) dokumen historis; dan

¢) dokumen terkait lainnya.

2. Penelitian dokumen.

Penelitian dokumen dilakukan dengan menelusuri bukti batas
Desa pada dokumen terkait batas Desa untuk mendapatkan
indikasi awal garis batas.

b. Pemilihan peta dasar

Pemilihan peta dasar adalah menggunakan Peta Rupabumi
Indonesia dan/atau Citra Tegak Resolusi Tinggi.

c. Pembuatan garis batas di atas peta

Pembuatan garis batas di atas peta dilakukan dengan
delineasi garis batas secara kartometrik.
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Delineyg; iy batag SCCary kartometrik d
tahapap !
1. pcmhunlun pety kerja;

Penarik, Barig batag Desa o a
pcncntuan itj

i arlnmctris;
Penyajian Pety N€lapan hatyg Desa
Sctiap tuhupan Penetapgr,
dalam Beritg Acarg kcaepakutan “n
yang ditangy, Bani glep Kepala
Tim Ppp Deg kabupatcn/kota.

- FA ui
laksanakan melal

las peta;

batas Degs dituangkan
tar Degy yang b(:rbatasfm
€84 yang berbatasan dan

2. Penegagapn Batag Degg

Penegasan batag Desg dilakukan melalyj tahapan :
. Penelitian dokume

. pelacakan dan Penentyap, Posisi batag;

dan Pengukuran Pilar batas; dan
Pembuatan pey, batas Degq

a0 o

Pembentukapn rancangan Peraturan  bupati/walikota
berpedoman Pada Peratyr
Produk Hukyum D

i i berikut : .
um proses veriﬁkaSI ya"‘tu sebatga;)emctaan Batas wﬂayah,
Setentun - dilaksanakan oleh Pusa ada aspek teknis untuk
1. Verifikasi yang i Geospasial dikhususkan I;s." an oleh Pemerintah
i Inmﬁe‘lsi::as data spasial yang dih: k yang
menjamin kua jenis kepentingan obyek yan
Daerah. rifikasi dibagi berdasarkan jeni
2. Mekanisme ve

Bupati/Waliko
. ) Peraturan

diverifikasi. kasi sebelum diterbitkannya

g ifikasi

Mekanisme veri

yaitu sebagai berikut:



, B chala Pusat per 1212
b. Mengis; formulir Eggza]rr:;mm”s' Geospagya, e ta
¢. Data dan ¢, Umen ygp, ra: o rkasi lewat v/ formits,
folderisagj Yan 5 aXan diverifikygj disesuaikan derg; k
d. Datg i 8 telah ditentukan Pada bit ly/skemafolder P shema
’ Slal yang akan diverifik i
ang ¢ ; asi dlsesualkan d
. Y rusge:::'] t;lltenlukan Pada bit,ly skcmadalaapasiale o
menglnh;;:l":l Hk&;l dimulai sete]qp, admin mengirimyan surel untuk
ama dan kontgk Verifi
r sepanjang e vetilns erifikator yang akan mendampingi dj
© ‘8Nhapan verifjkag; peneta
slalah Scbagai beriic Pan dan penegasan batgs desa/kelurahan
1 .
2; :’;erf::‘::am Kelengkapan Data, Dokumen dan Sumber Data
en. 1kasi Topologi dan Atribut Data Spasial.
3) Verifikasi Petg Batas Desa/ Kelurahan
Verifikasi _beta  batas desa/kelurahan dilakukan dengan
Mmemperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Verifikator dapat mel

anjutkan verifika
verifikasi

topologi dan atribut data
dilaksanakan sertg dinyatakan sesuai.
b. Parameter

verifikasi peta batas desa yang dilakukan adalah
pengecekan kesesuaian peta batas desa/kelurahan dengan data
digital.

si peta batas desa jika
spasial sudah selesaj

2) Hasil dari verifikasi ini waij

ukti otentik dari proses
pabila dalam proses verifikas;
yang tidak sama maka data perlu
tah daerah dan dikembalikan.

uat di oleh verifikator sesuai dengan
Koordinator Pemetaan Batas Wilayah

terdapat segmen batas

dikonfirmasi ke pemerin

g. Catatan pemeriksaan akan dib

tahapan yang diketahui oleh
Administrasi.

h. Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Pemetaan Batas
Wilayah akan diterbitkan apabila seluruh tahapan dinyatakan telah
sesuai secara teknis memenuhi ketentuan yang berlaku pada

enggaraan informasi geospasial.
PCUYCIAPEIS)?; hanya terdapat citra orthosistematis (SPO'_]‘ 6/7.'), maka
dalam berita acara atau rancangan peratur'z'm btfpau/wa;.lkota}?ya.
perlu diberikan catatan (disclaimer) bahfara ]1.ka di .kerlr;utal:n f:,
terdapat citra yang sudah diorthoreku.ﬁkas:, kgt;aj{:l:;a B} :16 el 11::
direkonstruksi terhadap citra yang sudah diorthore



unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam betuk peta

D-engan diterbitkannya Peraturan Bupati Bangka ter;tang Batas
Desa .dn Kabupaten Bangka dapat menjadi pedoman penyelenggaraan
pemenntahan desa dalam memberikan kepastian hukum tentang batas
desa, menciptakan tertib administrasi pemerintahan, sehingga diharapkan
dapat mempercepat proses pembangunan di desa menghindari konflik
antar warga desa terkait perselisihan batas wilayah.

. Arah Pengaturan

Untuk memberikan kepastian hukum tentang batas desa dan
menciptakan tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Bangka,
arah pengaturannya berdasaran UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan
Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1: 50.000,
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan
Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016
tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Bupati Bangka

Ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Bupati Bangka
tentang Batas Desa Kabupaten Bangka mencakup :

a. BablI Ketentuan Umum

Bab II Tujuan dan Ruang Lingkup

Bab III Batas Wilayah

Bab IV Ketentuan Lain-Lain

Bab V Ketentuan Penutup

¢ on o



BAB 1V
*ENUTUP

A. Kesimpular

Berdasarkan urajan sebagaiman tersebut di atas. maka dapat diam:.’
kesimpulan bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hukum tentang
DAWs aesa, menciptakan tertib administrasi pemerintahan desa perlu
=envusun regulasi yang mengatur Batas Desa di Kabupaten Bangka.

B. Sarar
Dalam rangka percepatan penyelesiaan Batas Desa perlu adanya

kebijakan yang dilaksanakan sebagai langkah percepatan penyelesaian
batas desa.
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